KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR  :  14 TAHUN 1993

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS MENGENAI PERSYARATAN, TATA CARA

PENGAJUAN USUL PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL

MENIMBANG
: a. Bahwa dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem karier dan prestasi kerja serta untuk lebih menjamin mutu kepemimpinan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural, maka pengangkatannya harus dilaksanakan secara cermat dan obyektif serta memperhatikan jenjang pangkat yang ditentukan untuk suatu jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 
b. bahwa saat ini banyak ketentuan-ketentuan baru yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 804.11/1567/SJ tanggal 19 Pebruari 1979 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan.

MENGINGAT
: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); 

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Peminadahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Peminadahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1992 tentang Perubahan Jenjang Pangkat dan Tunjangan Departemen Dalam Negeri;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 1990 tanggal 27 September 1990 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri;

MEMPERHATIKAN
: a.  Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 

b. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 21/SE/1977 tanggal 24 Nopember 1977 tentang Pegawai Negeri Sipil yang lebih rendah pangkatnya membawahi secara langsung Pegawai Negeri Sipil yang lebih tinggi pangkatnya;

c.  Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02/SE/1985 tanggal 11 Maret 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural jo. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 60 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN
:  KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PETUNJUK TEKNIS MENGENAI PERSYARATAN, TATA CARA PENGAJUAN USUL PENGANGKATAN DALAM JABATAN SRUKTURAL. 

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam keputusan :

(1) Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktural organisasi.

(2) Pendidikan penjenjangan adalah pendidikan dan pelatihan dalam jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat tertentu untuk peningkatan kariernya dalam jabatan struktural.

(3) Pendidikan formal adalah pendidikan yang diperoleh seseorang sebagai dasar pengangkatan awal Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN SRUKTURAL.

Pasal 2

Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari jabatan Struktural ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural tidak dapat merangkap jabatan struktural lain dan atau jabatan fungsional, kecuali jabatan fungsional peneliti;

Pasal 4

Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan, dan sebagai salah satu usaha memperluas pengalaman dan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural perlu diselenggarakan perpindahan jabatan dan atau perpindahan wilayah kerja, baik secara horisontal, diagonal maupun vertikal.

Pasal 5

Untuk menjamin kepemimpinan yang mantap, perpindahan dipertimbangkan paling lama 5 (lima) tahun, kecuali terdapat pertimbangan lain.

Pasal 6

Pengangkatan atau perpindahan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan struktural eselon III kebawah tidak boleh kurang dari 2 (dua) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun 56 tahun, sedang untuk pengangkatan jabatan struktural eselon II keatas disamping memenuhi ketentuan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 802.2/9838/SJ tanggal 19 September 1989 tentang Batas usia Pensiun juga tidak boleh pensiun kurang dari 2 (dua) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun 60 tahun.
Pasal 7

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural setelah memasuki usia pensiun diberhentikan dari jabatan strukturalnya, untuk itu Pimpinan Komponen atau Gubernur Kepala Daerah berwenang mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian sementara dari jabatan struktural eselon II kebawah yang berada di lingkungan kekuasaannya sambil menunggu surat keputusan pensiun.

BAB III

SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN SRUKTURAL DAN TATA CARA PENGAJUAN USUL

Pasal 8

Pengangkatan dalam jabatan struktural harus memenuhi persyaratan sebagaimana tertera dalam lampiran.

Pasal 9

(1)  Tata cara pengajuan usul :

a. Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil untuk jabatan struktural eselon II keatas daneselon III khusus Walikota Administratif serta jabatan Eselon II Unit Dekonsentrasi pada Daerah Otonom, diusulkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I kepada Menteri Dalam Negeri Up. Sekretaris Jenderal.
b. Pengangkatan, Peminadahan, Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil untuk semua jenis Kepegawaian dalam dan dari jabatan eselon III dan IV di wilayah/Daerah Tingkat I dan Wilayah/Daerah Tingkat II serta dari jabatan eselon V di Wilayah/Daerah Tingkat I diusulkanoleh pimpinan Unit Organisasi kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan tembusan Asisten SEKWILDA Bidang Administrasi dan Umum.

c. Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil untuk semua jenis Kepegawaian dalam dan dari jabatan eselon V di Wilayah/Daerah Tingkat II diusulkan oleh pimpinan Unit Organisasi kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II melalui Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II/Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II dengan tembusan Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II/Sekretariat kotamadya Daerah Tingkat II.

(2)   Untuk jabatan Walikota Administratif diusulkan   sekurang-kurangnya 2 (dua) calon kepada Menteri Dalam Negeri Up. Sekretaris Jenderal dengan tembusan Kepala Biro Kepegawaian.

(3)   Setiap usul pengangkatan dalam jabatan struktural      syarat-syarat sebagaimana dalam lampiran.
(4)   Penetapan Kepala Surat persetujuan dan surat pernyataan pelantikan :

a. Dalam rangka usaha meningkatkan tertib administrasi dan untuk tidak merugikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, penetapan keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural berpedoman pada lampiran IV Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02/SE/1985 tanggal 11 Maret 1985 dengan ketentuan bahwa keputusan tersebut mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

b. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam suatu jabatan struktural harus diambil sumpahnya oleh pejabat yang berwenang serta ditertibkan surat pernyataan pelantikan sesuai contoh anak lampiran I.

c. Keputusan pengangkatan dalm jabatan yang telah ditertibkan namun tidak sesuai dengan ketentuan ini, harus ditinjau dan ditetapkan kembali sesuai dengan ketentuan ayat (4) a. pasal ini.

BAB IV
LAIN-LAIN

Pasal 10

Dalam rangka pemisahan antara jabatan Kepala Dinas Tingkat I dan Kepala kantor Wilayah Departemen pengisian Jabatan Kepala Dinas Tingkat I diprioritaskan Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Dalam Negeri diperbantukan/dipekerjakan.

Pasal 11

Apabila pegawai dimaksud pasal 10 tidak ada yang memenuhi persyaratan, dapat diangkat pegawai dari Departemen teknis yang sebidang sepanjang pegawai yang bersangkutan tidak merangkap dalam jabatan fungsional.

Pasal 12

Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 804.11/150/SJ tanggal 19 Pebruari 1979 dan lain-lain yang bertentangan dengan keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
: JAKARTA

Pada tanggal
: 27 Pebruari 1993

MENTERI DALAM NEGERI

RUDINI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 14 TANGGAL 27 FEBRUARI 1993

TENTANG :

PETUNJUK TEKNIS MENGENAI PERSYARATAN, TATA CARA PENGAJUAN

USUL PENGANGAKTAN DALAM JABATAN STRUKTURAL

A. SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL:

1) Berstatus Pegawai Negeri Sipil .

2) Memperhatikan Daftar Urut Kepangkatan.

3) Tidak pernah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang menghianati negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

4) Pengangaktan dalam jabatan didasarkan atas kesetiaan, disiplin kerja, prestasi kerja, pengabdian, pengalaman yang diperlukan, dapat dipercaya dan penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) Pegawai Negeri Sipil setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik.

5) Memiliki kemampuan managerial, kemampuan teknis fungsional dan syarat-syarat obyektif lainnya.

6) Memenuhi syarat kepangkatan sesuai dengan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu.

7) Apabila tidak terdapat Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat kepangkatan sesuai dengan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu, dapat diangkat Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat satu tingkat lebih rendah dari jenjang pangkat, permulaan untuk  untuk jabatan itu dengan sebutan Pejabat (PJ).

8) Tidak diperbolehkan berakibat seorang Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat lebih rendah membawahi secara langsung Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat lebih tinggi.

9) Sehat jasmani dan rokhani.

10) Disamping memiliki dasar pendidikan formal yang sesuai dengan bidang tugas yang akan dijabat, pengangkatan jabatan struktural harus dikaitkan dengan pendidikan penjenjangan yang dipersyaratkan untuk jabatan yang akan dijabat:

a. Eselon V lulus Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Dasar (SEPADA).

b. Eselon IV lulus Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Lanjutan (SEPALA).
c. Eselon III llulus Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Madya (SPADYA).

d. Eselon II dan I lulus Sekolah staf dan Pimpinan Administrasi (SESPA).

B. USUL PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL HARUS DILAMPIRKAN :

1) Bio data sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 811. 212/1638/SJ tanggal 6 Februari 1990 (contoh anak lampiran).
2) Fookopi sah pengangkatan pertama sebagai Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Bulanan/Calon Pegawai Negeri Sipil.
3) Fotokopi sah dalam pangkat terakhir.

4) Fotokopi sah Keputusan dalam jabatan terakhir.

5) Fotokopi sah Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan Penjenjangan.

6) Surat Persetujuan (restu) dari PANGABuntuk ABRI yang dikaryakan.

7) Khusus pengangkatan jabatan untuk:

(a) sekretaris Wilaah/Daerah, disamping syarat-syarat tersebut diatas juga dilampirkan surat pertimbangan dari Pimpinan DPRD.

(b) Sekretaris DPRD disamping syarat-syarat tersebut diatas juga dilampirkan surat Persetujuan dari DPRD.

(c) Kepala BP.7 Propinsi Daerah Tingkat I harus lulus Penataran P-4 Tingkat Nasional.
(d) Pengusulan pengangkatan dalam jabatan struktural bagi Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Instansi di Luar Departemen Dalam Negeri, permintaan , pertimbangan Kepala Departemen teknis yang bersangkutan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

ANAK LAMPIRAN I
: SURAT MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR
: 14 TAHUN 1993

TANGGAL
: 27 PEBRUARI 1993

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN

NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama



:

NIP



:

Pangkat/Gol.Ruang

:

Jabatan 


:

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama



:

NIP



:

Pangkat/Gol. Ruang
:

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II*_. Nomor


Tanggal



telah diangkat dalam jabatan

Telah dilantik oleh

Pada tanggal

Demikian surat Pernyataan Pelantikan indonesia saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat Sumpah jabatan dan apabila kemudian hari surat Pernyataan ini tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat Pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara ………………………… / Biro Keuangan Setwilda Tingkat I ………………………. / Bagian keuangan Setwilda Tingkat II …………….. *).

Jakarta,

Yang membuat pernyataan,

(………………………..)

Tembusan : disampaikan kepada :

1. Pejabat Pembuat Daftar Gaji;

2. Kepala badan Administrasi Kepegawaian Negara;

3. Arsip.

*) Coret yang tidak perlu.

ANAK LAMPIRAN II
: SURAT MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR
: 14 TAHUN 1993

TANGGAL
: 27 PEBRUARI 1993

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA 

BIO DATA

I. a. Nama


:

b. NIP



:

c. Tempat/Tgl.Lahir

:

d. Agama



:

e. Pangkat Terakhir

:

f. Pendidikan Terkhir

:

g. Jabatan Sekarang

:

II. Riwayat Pendidikan

:

III. Riwayat Pangkat

:

IV. Riwayat Jabatan 

:

V. Pendidikan/Latihan Kedi-
:

nasan (Dalam/Luar Negeri)

Jakarta,

Kepala Biro Kepegawaian,

……………………………

……………………………

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR     : 14 TANGGAL 27 PEBRUARI 1993

TENTANG :

PETUNJUK TEKNIS MENGENAI PERSYARATAN TATA CARA PENGAJUAN USUL PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL

A. SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL

1) Berstatus Pegawai Negeri Sipil 

2) Memperhatikan Daftar Urut Kepangkatan 

3) Tidak pernah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

4) Pengangkatan dalam jabatan didasarkan atas kesetiaan, disiplin kerja, prestasi kerja, dapat dipercaya dan penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) Pegawai Negeri Sipil setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik.

5) Memiliki kemampuan managerial, kemampuan teknis fungsional dan syarat-syarat obyektif lainnya.

6) Memenuhi syarat kepangkatan sesuai dengan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu.

7) Apabila tidak terdapat Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat kepangkatan sesuai dengan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu, dapat diangkat Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat satu tingkat lebih rendah dari jenjang pangkat permulaan untuk jabatan itu dengan sebutan “Pejabat” (PJ).

8) Tidak diperbolehkan berakibat seorang Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat lebih rendah membawahi secara langsung Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat lebih tinggi.

9) Sehat jasmani dan rokhani.

10) Disamping memiliki dasar pendidikan formal yang sesuai dengan bidang tugas yang akan dijabat, pengangkatan jabatan struktural harus dikaitkan dengan pendidikan penjenjangan yang dipersyaratkan untuk jabatan yang akan dijabat :

a. Eselon V lulus Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Dasar (SEPADA)

b. Eselon IV lulus Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Lanjutan (SEPALA)

c. Eselon III lulus Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Madya (SEPADYA)

d. Eselon II dan I lulus Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi (SESPA).

B. USUL PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL HARUS DILAMPIRKAN

1) Bio data sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 811.212/1638/SJ tanggal 6 Pebruari 1990 (contoh anak lampiran II)

2) Fotokopi sah pengangkatan pertama sebagai Pegawai Negeri/Pegawai Bulanan/Calon Pegawai Negeri Sipil.

3) Fotokopi sah dalam pangkat terakhir.

4) Fotokopi sah Keputusan dalam jabatan terakhir.

5) Fotokopi sah Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan Penjenjangan.

6) Surat Persetujuan (restu) dari PANGAB untuk ABRI yang dikaryakan.

7) Khusus pengangkatan jabatan untuk :

(a) Sekretaris Wilayah/Daerah, disamping syarat-syarat tersebut diatas juga dilampirkan surat pertimbangan dari Pimpinan DPRD.

(b) Sekretaris DPRD disamping syarat-syarat tersebut diatas juga dilampirkan Surat Persetujuan dari DPRD.

(c) Kepala BP.7 Propinsi Daerah Tingkat I harus lulus Penataran P.4 Tingkat Nasional.

(d) Pengusulan pengangkatan dalam jabatan struktural bagi Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Instansi di luar Departemen Dalam Negeri, permintaan pertimbangan Kepala Departemen teknis yang bersangkutan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

 Ditetapkan di
 : JAKARTA

Pada Tanggal
: 27 Pebruari 1993

MENTERI DALAM NEGERI

RUDINI

